
MENTERI LUAR NEGERI 
REPUBLIK INDONESIA 

PERATURAN MENTER! LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA 

NO MOR 7 TAHUN 2019 

TENTANG 

KAMUS KOMPETENSI TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL DIPLOMAT 

Menimbang 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

MENTER! LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA, 

a. bahwa untuk mengembangkan manajemen sumber da ya 

manus1a berbasis kompetensi bagi pejabat fungsional 

diplomat diperlukan standar kompetensi jabatan 

fungsional diplomat ; 

b. bahwa dalam penyusunan standar kompetensi jabatan 

fungsional diplomat diperlukan kamus komp etensi teknis 

jabatan fungsional diplomat; 

c. bahwa sesuai dengan ket entuan Pasal 7 ayat (1) 

Peraturan Menteri Pend ayagunaan Aparatur Negara clan 

Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 ten tang 

Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara, 

Menteri Luar Negeri menetapkan kamus kompetensi 

teknis jabatan fungsional diplom at; 

d . bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b, clan huruf c , perlu 

menetapkan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang 

Kamus Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Diplomat; 



Mengingat 1. 
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Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 

Kementerian Negara (Lembaran Negara 

tentang 

Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037); 

3. Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2003 tentang 

Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri; 

4. Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Luar Negeri (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 100); 

5. Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor 

SK.06/A/OT/VI/2004/I Tahun 2004 tentang Organisasi 

dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar 

Negeri sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 

dengan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 9 Tahun 

2015 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri 

Luar Negeri Nomor SK.06/ A/OT /VI/2004 /I Tahun 2004 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik 

Indonesia di Luar Negeri (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 1265); 

6. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 2 Tahun 2016 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar 

Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 590); 

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 ten tang 

Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 

1907); 

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2018 tentang 

Jabatan Fungsional Diplomat (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 126); 



Menetapkan 
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MEMUTUSKAN: 

PERATURAN MENTER! LUAR NEGERI TENTANG KAMUS 

KOMPETENSI TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL DIPLOMAT. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasa l 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Kamus Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Diplomat 

yang selanjutnya disebut Kamus Kompetensi Teknis 

adalah kumpulan kompetensi teknis yang meliputi daftar 

jenis kompetensi teknis, definisi kompetensi teknis, 

deskripsi kompetensi teknis, dan indikator perilaku 

untuk setiap level kompetensi teknis yang diperlukan 

dalam jabatan fungsional diplomat. 

2. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang 

dimiliki oleh Pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan, 

keahlian dan sikap perilaku dalam pelaksanaan tugas 

jabatannya. 

3. Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, 

dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan 

dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang 

teknis jabatan. 

4 . Jabatan Fungsional Diplomat adalah jabatan yang 

mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan 

wewenang untuk melaksanakan kegiatan diplomasi 

dalam lingkungan Kementerian Luar Negeri dan 

Perwakilan Republik Indonesia . 

5. Diplomasi adalah kegiatan yang meliputi representing, 

negotiating, protecting, promoting, reporting, dan 

managing. 

6. Politik Luar Negeri adalah kebijakan, sikap, dan langkah 

pemerintah Republik Indonesia yang diambil dalam 

melakukan hubungan dengan negara lain, organisasi 

internasional, dan subjek hukum internasional lainnya 
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dalam rangka menghadapi masalah internasional guna 

mencapai tujuan nasional. 

7. Hubungan Luar Negeri adalah setiap kegiatan yang 

menyangkut aspek regional dan internasional yang 

dilakukan oleh pemerintah di tingkat pusat dan daerah, 

atau lembaga-lembaganya, lembaga negara, badan 

usaha, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga 

swadaya masyarakat, atau warga negara Indonesia. 

8. Perwakilan Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut 

Perwakilan , adalah perwakilan diplomatik dan perwakilan 

konsuler Republik Indonesia yang secara resmi mewakili 

dan memperjuangkan kepentingan bangsa, negara, dan 

pemerintah Republik Indonesia secara keseluruhan di 

negara penerima atau pada organisasi internasional. 

9 . Level adalah peringkat yang menunjukkan tingkat suatu 

kompetensi dari tingkat mengerti dan memahami/ dalam 

pengembangan, tingkat dasar atau mampu menerapkan 

sesuai pedoman, tingkat menengah atau menerapkan 

dengan analisis, tingkat mumpuni atau mengevaluasi 

dan mampu memperoleh dukungan serta tingkat ahli 

atau mengembangkan. 

10. Deskripsi adalah kalimat singkat yang menunjukkan 

suatu tingkatan kompetensi atau tingkat penguasaan 

kompetensi tertentu 

11. Indikator Perilaku adalah kalimat yang menunjukkan 

rincian lebih lanjut dari deskripsi leve l berupa perilaku 

yang dapat diukur yang menunjukan ciri-ciri dari suatu 

tingkat penguasaan suatu kompetensi. 

12. Unit Kerja yang selanjutnya disebut Unit adalah unit 

jabatan pimpinan tinggi pratama di Kementerian Luar 

Negeri. 
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BAB II 

KAMUS KOMPETENSI TEKNIS 

Pasal 2 

(1) Kamus Kompetensi Teknis menjadi acuan standar 

kompetensi Jabatan Fungsional Diplomat sesuai dengan 

karakteristik tugas jabatan. 

(2) Kamus Kompetensi Teknis sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

BAB III 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 3 

Peraturan Menteri 1m mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 

dalam Serita Negara Republik Indonesia. 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 30 April 2019 

DIREKTUR JENDERAL 

PERATURANPERUNDANG -UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

ttd . 

WIDODO EKATJAHJANA 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 8 April 2019 

MENTER! LUAR NEGERI 

REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 

RETNO L. P. MARSUDI 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 473 

Salinan sesuai dengan aslinya 

Kementerian Luar Negeri 

Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kementerian dan Perwakilan, 

~/y,h-,__.., ~ 

Okto Dorinus Manik 
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LAMPIRAN 

PERATURAN MENTER! LUAR NEGERI 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 7 TAHUN 2019 

TENTANG 

KAMUS KOMPETENSI TEKNIS JABATAN 

FUNGSIONAL DIPLOMAT 

KAMUS KOMPETENSI TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL DIPLOMAT 

1. Kode Kompetensi 

Nama Kompetensi 

Definisi 

T.JFD-01 

Perumusan Kebijakan Penyelenggaraan 

Hubungan Luar Negeri dan Politik Luar 

Negeri 

Kemampuan 

pengetah uan 

yang berkaitan dengan 

dan keterampilan untuk 

mengidentifikasi, mengumpulkan, mengolah 

dan merumuskan kebijakan, membahas dan 

menyelaraskan konsep kebijakan dengan 

kebijakan lain, memonitor dan mengevaluasi, 

mengidentifikasi umpan balik penerapan 

kebijakan serta mengembangkan konsep, 

teknik, dan metode perumusan kebijakan 

penyelenggaraan Hubungan Luar Negeri dan 

Politik Luar Negeri. 



Level 

1 

2 
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Deskripsi Indikator Perilaku 

Memahami konsep dasar, I 1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, 

proses, 

perumusan 

langkah 

kebijakan 

penyelenggaraan 

Hubungan Luar Negeri 

dan Politik Luar Negeri. 

teknik, metode, peraturan, dan 

mekanisme tata cara prosedur 

perumusan kebijakan 

penyelenggaraan Hubungan Luar 

Negeri dan Politik Luar Negeri. 

1.2 Mampu menj elaskan tahap 

pelaksanaan perumusan kebijakan 

penyelenggaraan Hubungan Luar 

Negeri dan Politik Luar Negeri dan 

menyiapkan data dan informasi 

untuk menyusun kebijakan 

penyelenggaraan Hubungan Luar 

Negeri dan Politik Luar Negeri. 

1.3 Mampu menguraikan 

kesesuaian antara perencanaan 

dan pelaksanaan program dengan 

memperhatikan 

sumber daya. 

pengorganisasian 

Mampu melaksanakan 2.1 Mampu melaksanakan pengolahan 

perumusan kebijakan data yang dibutuhkan untuk 

penyelenggaraan 

Hubungan Luar Negeri 

dan Politik Luar Negeri 

sesuai pedoman kerja atau 

petunjuk teknis. 

2.2 

merumuskan kebijakan 

penyelenggaraan Hubungan Luar 

Negeri dan Politik Luar Negeri . 

Mampu melakukan analisis 

terhadap data dan informasi, 

menyajikan dan menjelaskan 

analisis untuk merumuskan 

kebijakan penyelenggaraan 

Hubungan Luar Negeri dan Politik 

Luar N egeri. 

2.3 Mampu menggunakan waktu dan 

sumber daya yang dialokasikan 

kepadanya 

per a turan 

sesuai ketentuan 

perundang -undangan, 



Level 

3 

4 

Deskripsi 

Mampu 

menyelenggarakan, 

membimbing pelaksanaan 

perumusan kebijakan 

penyelenggaraan 

Hubungan Luar Negeri 

dan Politik Luar Negeri. 
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Indikator Perilaku 

mematuhi tenggat waktu, dan 

mengomunikasikan kendala yang 

dihadapi kepada kolega atau 

atasan. 

3 .1 Mampu melakukan kegiatan 

superv1s1 dan kontrol kualitas 

dalam pengumpulan dan 

iden tifikasi data dan informasi. 

3 .2 Mampu menyosialisasikan 

perumusan kebijakan politik dan 

memberikan bimbingan, coaching, 

dan pendampingan ( mentoring) 

kepada pegawai di lingkungannya 

dalam melaksanakan perumusan 

kebijakan penyelenggaraan 

Hubungan Luar Negeri dan Politik 

Luar Negeri. 

3.3 Mampu memecahkan masalah 

teknis operasional yang timbul dan 

mengambil keputusan dalam 

pelaksanaan perumusan kebijakan 

penyelenggaraan Hubungan Luar 

Negeri dan Politik Luar Negeri. 

I Mampu mengevaluasi dan I 4. 1 Mampu mengevaluasi norma, 

menyusun perangkat 

norma, prosedur, dan 

instrumen dalam 

perumusan kebijakan 

penyelenggaraan 

Hubungan Luar Negeri 

dan Politik Luar Negeri. I 4.2 

prosedur atau instrumen, menilai 

kelebihan dan kekurangan, 

mengcmbangkan atau memperbaiki 

perumusan kebijakan 

peny elengga raan Hubungan Luar 

Negeri dan Politik Luar Negeri. 

Mampu menyusun pedoman, 

petunjuk teknis, cara kerja yang 

dijadikan norma, standar, prosedur, 

dan instrumen 

perumusan 

pelaksanaan 

kebijakan 



Level 

5 

Deskripsi 

I Mampu mengembangkan 

konsep, kebijakan dan 

menjadi sumber rujukan 

nasional atau 

in ternasional untuk 

implementasi 

pemecahan masalah. 

serta 
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Indikator Perilaku 

penyelenggaraan Hubungan Luar 

Negeri dan Politik Luar Negeri. 

4.3 Mampu meyakinkan dan 

5.1 

memperoleh dukungan dari para 

pemangku kepentingan terhadap 

pelaksanaan perum usan ke bij akan 

penyelenggaraan Hubungan Luar 

Negeri dan Politik Luar Negeri, 

memberikan bimbingan dan 

fasilitasi kepada para pemangku 

kepent ingan terkait perumusan 

kebijakan penyelenggaraan 

Hubungan Luar Negeri dan Politik 

Luar Negeri. 

Mampu memberikan rekomendasi 

perbaikan terhadap 

ke berlangsungan dan keselarasan 

suatu kebijakan dengan 

mempertimbangkan aspek 

kekuatan , kelemahan, peluang, dan 

hambatan. 

5.2 Mampu meng embangkan konsep 

dan kebijakan, meyakinkan para 

pemangku kepentingan untuk 

menerima konsep dan kebijakan 

yang dik embangkan. 

5 .3 Mampu menjadi sumber rujukan 

u tam a (nasional atau internasional) 

dala m pemecahan masalah dalam 

perumusan dan pelaksanaan 

ke bij akan penyelenggaraan 

Hubung an Luar Negeri dan Politik 

Luar Negeri . 
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2. Kade Kompetensi 

Nama Kompetensi 

T.JFD-02 

Advokasi Kebijakan Penyelenggaraan 

Hubungan Luar Negeri dan Politik Luar 

Negeri 

Definisi Kemampuan yang berkaitan dengan 

pengetahuan dan keterampilan untuk 

melakukan usaha untuk memengaruhi, 

mengupayakan terjadinya perubahan dalam 

Level 

1 

2 

diri pemangku kepen ting an melalui 

sosialisasi, pendekatan, fasilitasi bimbingan , 

dan pendampingan untuk mengadopsi clan 

menerapkan kebijakan. 

Deskripsi Indikator Perilaku 

Memahami substansi 

kebijakan, teknik, dan 

metode advokasi. 

1.1 Mampu m enjelaskan konsep dasar 

dan tujuan kebijakan, landasan 

filosofis, landasan hukum, landasan 

sosiologis, pros es, pokok materi 

substansi kebijakan, tahap 

perumusan dan implementasi, serta 

ukuran keberhasilan penerapan 

kebijakan . 

1.2 Mampu memahami tahapan kegiatan 

advokasi , pembinaan, fasilitasi, dan 

pendampingan penerapan kebijakan. 

1.3 Mampu mengidentifikasi kebutuhan 

advokasi dari pemangku kepentingan. 

Mampu 

advokasi 

melakukan I 2. 1 

kebijakan 

Mampu menyusun rencana 

pelaksanaan kegiatan advokasi 

penyelenggaraan kebijakan. 

Hubungan Luar Negeri 2.2 Mampu membuat alat bantu untuk 

dan Politik Luar Negeri . kebutuhan advokasi, melakukan 

sosiali a si kebij a kan deng an audiensi 

lin gkup kecil. 

2.3 Mampu mengidentifikasi posisi dasar 

dan ke butuhan pemangku 

kepentingan terkait a dvokasi 



3 

4 

Mampu menyelenggarakan I 3.1 

advokasi kebijakan publik. 
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kebijakan. 

Mampu 

bahan 

menyusun instrumen dan 

pelaksanaan advokasi 

kebijakan 

pendekatan, 

melalui 

bimbingan 

sosialisasi, 

teknis, 

pendampingan, dan monitoring 

evaluasi advokasi kebijakan. 

3.2 Mampu mengembangkan serta 

menjalankan strategi atau intervensi 

melalui sosialiasi, pendekatan, 

bimbingan teknis, dan pendampingan 

dalam mengatasi hambatan sistemis 

dan resistensi pemangku kepentingan 

dalam menerapkan kebijakan. 

3.3 Mampu mengimplementasikan 

Mampu mengevaluasi dan I 4.1 

menyusun perangkat 

norma, prosedur, dan 

instrumen dalam advokasi 

kebijakan 

penyelenggaraan 

Hubungan Luar Negeri 

dan Politik Luar Negeri. 

4 .2 

strategi komunikasi dengan target dan 

waktu yang terukur dan terencana 

dengan mendapatkan hasil sesuai 

yang diharapkan an tara lain 

pemangku kepentingan dapat 

memahami serta menerapkan 

kebijakan, monitoring , dan evaluasi 

kebijakan . 

Mampu mengevaluasi teknik, metode, 

dan strategi advokasi yang ada saat 

m1, menganalisis kelemahan dan 

kekurangan serta mengembangkan 

berbagai teknik, metode, dan strategi 

advokasi yang lebih efektif dan efisien 

dari berbagai kondisi pemangku 

kepen ting an. 

Mampu mengembangkan norma 

standar, kriteria, pedoman, petunjuk 

teknis strategi komunikasi , dan 

pelaksanaan advokasi yang efektif 

serta monitoring evaluasi advokasi 

kebijakan. 
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4.3 Mampu meyakinkan dan memperoleh 

dukungan dari pemangku 

kepentingan, memberikan bimbingan , 

dan fasilitasi kepada pemangku 

kepen ting an. 

Mampu mengembangkan 5.1 Mampu mengembangkan konsep, 

konsep, kebijakan kebijakan, teknik metode advokasi 

advokasi yang sinergis dan kebijakan publik, monitoring , dan 

terintegrasi yang evaluasi kebijakan publik. 

berdampak nasional atau 5.2 Mampu mengembangkan strategi 

in ternasional. advokasi kebijakan, sinkronisasi, dan 

koordinasi implementasi kebijakan 

yang terintegrasi dan saling 

melengkapi (komplementer) dengan 

kebijakan lain yang dapat 

memberikan dampak positif di tingkat 

nasional atau internasional. 

5 .3 Mampu menjadi mentor dan rujukan 

nasional dalam pemecahan masalah 

advokasikebijakan. 

3. Kode Kompetensi 

Nama Kompetensi 

Definisi 

T.JFD-03 

Negosiasi 

Kemampuan yang berkaitan dengan 

pengetahuan dan keterampilan mengenai: 

3.1 bagaimana mengemukakan posisi atas 

1su tertentu sesuai kepentingan 

nasional secara efektif untuk 

mendapatkan dukungan pemangku 

kepentingan (kementerian atau 

lembaga lain atau negara asing atau 

mit ra nonpemer intah) . 

3.2 bagaimana menghasilkan ragam solusi 

alternatif yang dapat diterima oleh 

pemangku kepentingan (kementerian 

atau lembaga lain atau negara asing 



Level 

1 

2 

3 
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atau mitra nonpemerintah). 

3.3 bagaimana mendapatkan kesepakatan 

yang diterima oleh pemangku 

kepentingan (kementerian a tau 

lembaga lain atau negara asing atau 

mitra nonpemerintah). 

Kemampuan ini digunakan dalam berbagai 

bentuk pertemuan 

pertemuan 

multilateral) . 

bilateral, 

(rapat interkem, 

regional, dan 

Deskripsi Indikator Perilaku 

Memahami konsep dasar I 1.1 Mampu menjelaskan dan 

negosiasi. mencontohkan 

pertemuan 

pelaksanaannya. 

dan 

ben tuk-ben tuk 

persiapan 

1.2 Mampu menggunakan konsep dasar 

memersuasi dan memengaruhi dalam 

pertemuan. 

1.3 Mampu mengidentifikasi pihak yang 

bernegosiasi. 

Mampu menerapkan I 2.1 Mampu menunjukkan sikap asertif 

teknik negosiasi sesuai 

dengan pedoman. 

I Mampu menerapkan 

teknik negos1as1 dan 

terlibat aktif dalam 

negosiasi. 

dalam pertemuan formal. 

2.2 Mampu mengidentifikasi perspektif 

utama pihak yang bernegosiasi. 

2.3 Mampu mengumpulkan informasi 

atau latar belakang pihak yang 

bernegosiasi. 

3.1 Mampu menyimpulkan hal -hal yang 

dapat dan belum disepakati dalam 

pertemuan. 

3.2 Mampu menyimpulk a n perspektif 

lawan bica ra. 

3.3 Mampu memberikan argumentasi 

sesu a 1 dengan jenis audiensi dan 

tetap obj ektif ketika menghadapi 

kritik. 
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Mampu memberikan I 4.1 Mampu menjadi moderator pada 

pertemuan yang memfasilitasi 

komunikasi antara dua atau lebih 

kelompok pemangku kepentingan 

pada tingkatannya. 

arahan dan menjembatani 

terlaksananya negosiasi. 

4.2 Mampu memberikan perspektif yang 

dapat diterima oleh pemangku 

kepentingan serta menawarkan solusi 

alternatif jika pembahasan tidak 

mencapai kesepakatan. 

4.3 Mampu member ikan argumentasi 

yang meyakinkan sesuai dengan 

kepen tingan nasional dan 

mengungkapkan ide dan frasa yang 

dapat menghindarkan reaksi negatif. 

Mampu 

rekomendasi 

memberikan I 5.1 Mampu menjadi moderator dan 

yang 

berdampak nasional yang 

dapat diterima oleh pihak 

memimpin pertemuan yang 

memfasilitas i komunikasi antara dua 

atau lebih kelompok pemangku 

yang bernegosiasi untuk kepentingan utama. 

mencapai kesepakatan 5.2 Mampu meyakinkan pemangku 

bersama yang bermanfaat 

bagi kepen ting an 

Pemerintah Republik 

Indonesia . 

kepen tingan u tama un tuk menerima 

pos1s1 yang disampaikan dan 

mengetahui kapan harus menarik 

garis tegas, serta kapan harus 

mengakomodasi. 

5.3 Mampu m enj adi sumber rujukan 

ut a ma dalam proses negosiasi untuk 

kepen tingan n a sional. 



4. Kode Kompetensi 

Nama Kompetensi 

Definisi 

Level I Deskripsi 
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T.JFD-04 

Manajemen Kinerja Kementerian Luar 

N egeri dan Perwakilan 

Kemampuan yang berkaitan dengan 

pengetahuan dan keteram pilan untuk 

melakukan perencanaan kinerja, pengelolaan 

kinerja, memberikan monitoring dan evaluasi 

kinerja, dan memberikan reward kinerja 

untuk memastikan tercapainya sasaran 

Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan. 

Indikator Perilaku 

1 I Memahami target kerja I 1.1 

yang harus dicapai dan 

perilaku kerja yang 

diharapkan. 

Mampu menjelaskan prms1p 

manajemen kinerja di Kementerian 

Luar N egeri dan Perwakilan sesuai 

dengan pedoman yang telah 

2 

ditetapkan. 

1.2 Mampu mengidentifikasi rencana 

ker j a tahunan Unit atau Perwakilan, 

tugas dan tanggung jawab sesuai 

jabatan, kontribusi (hasil kerja), dan 

perilaku yang diharapkan sesuai 

norma organisasi. 

1.3 Mampu menyusun rencana kinerja 

(sasaran kinerja dan perilaku kerja) 

sesuai dengan rencana kinerja 

tahunan. 

Mampu menyusun rencana I 2.1 Mampu menyusun rencana kinerja 

pelaksanaan target kerja . pegawai (target kinerja), berdasarkan 

rencana kinerja tahunan dan merinci 

perilaku yang diharapkan oleh 

organisasi. 

2 .2 Mampu menerangkan indikator 

kinerja individu yang mendukung 

indik at or 

atasannya. 

kin erja pada level 

2.3 Mampu m eminta klarifikasi atas 



Level 

3 

4 

5 

Deskripsi 

I Mampu menghubungkan 

antara sasaran kinerja 

individu dengan sasaran 

kinerja organisasi, menilai 

kinerja, serta memberikan 

masukan. 

- 17 -

3.1 

3.2 

3.3 

lndikator Perilaku 

indikator kinerja individu jika 

terdapat ketidakjelasan mengenai 

sasaran kinerja. 

Mampu menentukan indikator 

kinerja individu yang mendukung 

indika tor kinerja pada level atasan 

langsungnya . 

Mampu menyesuaikan indikator 

kinerja individu dengan indikator 

kinerja pada level atasan 

langsungnya . 

Mampu memantau kemajuan yang 

dicapai oleh subunit kerja dan 

memberikan umpan balik yang tepat 

waktu, konstruktif, dan dapat 

dilaksanakan. 

Mampu memberikan I 4.1 Mampu memberikan bimbingan dan 

dukungan kepada rekan kerja untuk 

tetap fokus pada pencapaian sasaran 

kerja serta mendelegasikan tugas 

secara wa_Jar berdasarkan keahlian 

dan kompetensi. 

motivasi dalam pencapa1an 

target kerja. 

4.2 Mampu mendorong terlaksananya 

pemenuhan tugas (tidak mengambil 

alih), jika rekan kerja memiliki 

kemampuan untuk menyelesa ikan 

tugas. 

4.3 Mampu melaksanakan dialog kinerj a 

yang produktif untuk mendapatkan 

umpan balik dan memberikan 

arahan yang diperlukan. 

I Mampu mengembangkan I 5.1 Mampu m enyelaraskan indikator 

kinerja organisasi dengan kebijakan 

nasion al. 

konsep kebijakan 

manajem en kin erja 

Kementerian Luar Negeri I s.2 Mampu m engg erakkan upaya 

dan Perwakilan. pencapaian indikator kinerj a Unit. 
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Level Deskripsi Indikator Perilaku 

5.3 Mampu mewujudkan komitmen 

untuk mengaplikasikan umpan balik 

yang didapatkan melalui dialog 

kinerj a di seluruh organisasi. 

5 . Kode Kompetensi 

Nama Kompetensi 

Definisi: 

T.JFD-05 

Penanganan dan Kerja Sama Multilateral 

Kemampuan 

pengetahuan, 

yang berkaitan dengan 

mengenai 

Level 

1 

2 

Deskripsi 

keterampilan 

pemanfaatan tata cara, mekanisme, dan 

prosedur dalam menangani, mengantisipasi 

isu multilateral, menggalang dukungan bagi 

Indonesia, dan mengoordinasikan pemangku 

kepentingan dalam mengevaluasi dampak isu 

global dan isu multilateral terhadap sektor 

terkait. 

Indikator Perilaku 

Memahami konsep dasar, I 1.1 Mampu menjelaskan tata cara dan 

tata cara, dan prosedur prosedur penanganan lSU 

penanganan 

m ul tila teral. 

1su I multilateral. 

Mampu menjelaskan 1su 

multilateral yang terkait 

dengan kepen ting an 

1.2 Mampu mengumpulkan data atau 

informasi terkait isu global dan isu 

multilateral yang mengemuka serta 

dampaknya kepada pelaksanaan 

Politik Luar Negeri. 

1.3 Mampu mendiskusikan posisi dasar 

kebijakan luar negeri Indonesia 

2.1 

terhadap 

multilateral. 

lSU global dan isu 

Mampu 

global 

mengklasifikasikan isu 

dan isu multilateral yang 

berdampak pada pelaksanaan Politik 

Indonesia. I Luar Negeri . 

2.2 Mampu memonitor dan menentukan 



Level 

3 

4 

Deskripsi 
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Indikator Perilaku 

isu global dan isu multilateral dalam 

kaitannya dengan kepentingan pihak 

terkait di Indonesia. 

2.3 Mampu menentukan arah dan 

strategi kebijakan Politik Luar Negeri 

Indonesia serta pos1s1 negara lain 

terhadap isu global dan lSU 

multilateral. 

Mampu menyusun analisis I 3.1 Mampu membuat garis besar latar 

penanganan 

multilateral terkini . 

lSU belakang pemberlakuan tata cara 

dan prosedur penanganan yang 

berlaku terhadap isu global dan isu 

multilateral terkini. 

3.2 Mampu membuat analisis 

pemanfaatan tata cara, mekanisme, 

prosedur dan saran perbaikan serta 

hubungan antara isu global dan isu 

multilateral dengan misi dan strategi 

organisasi untuk mencari solusi yang 

bermanfaat. 

3.3 Mampu bekerja sama dan 

mengoordinasikan isu global dan isu 

multilateral yang bersifat lintas 

sektoral sesuai dengan jenjangnya. 

Mampu mengembangkan I 4.1 Mampu memanfaatkan tata cara, 

hubungan dengan mitra 

kerja untuk mendukung 

posisi Indonesia . 

mekanisme, prosedur, dan saran 

serta peluang kerja sama dalam 

forum multilateral secara efektif dan 

efisien untuk kepentingan nasional. 

4.2 Mampu mengevaluasi pemanfaatan 

tata cara, mekanisme, prosedur, dan 

saran perbaikan serta hubungan 

antara isu terkini pada tataran global 

dan multilateral dengan misi dan 

strategi organisasi untuk langkah 

penyempurnaan. 



Level 

5 

Deskripsi 
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Indikator Perilaku 

4.3 Mampu 

formal 

menggerakkan 

dan informal 

JeJanng 

untuk 

mendukung kepentingan nasional di 

tingkat mul tilateral serta menggalang 

dukungan demi kepen ting an 

nasional di tingkat multilateral. 

Mampu mengembangkan I 5.1 

strategi yang berdampak 

nasional a tau 

Mampu mengoordinasikan 

pemanfaatan tata cara, mekanisme, 

dan prosedur serta peluang kerja 

sama dalam forum multilateral 

secara efektif dan efisien untuk 

kepen tingan nasional. 

in ternasional. 

5.2 Mampu mengembangkan 

pemanfaatan tata cara, mekanisme, 

prosedur, dan saran perbaikan yang 

terintegrasi dan saling melengkapi 

dengan kebijakan lain ya ng dapat 

memberikan dampak positif di 

tingkat nasional atau internasional . 

5.3 Mampu memperjuangkan posisi atau 

kepenting an Indonesia dalam 

pemb ahasa n isu global dan 1su 

multilat eral dan melakukan sinergi 

dengan para pemangku kepentingan 

dalam rangka tindak lanjut 

pembahasan isu multilateral. 
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6. Kade Kompetensi 

Nama Kompetensi 

T.JFD-06 

Penanganan dan Kerja Sama Regional dan 

ASEAN 

Definisi Kemampuan yang berkaitan dengan 

Level 

1 

2 

Deskripsi 

pengetahuan, keterampilan mengenai 

pemanfaatan tata cara, mekanisme, dan 

prosedur da lam menangani, mengantisipasi 

1su regional dan ASEAN, menggalang 

dukungan bagi Indonesia, dan 

mengoordinasikan pemangku kepentingan 

dalam mengevaluasi dampak isu regional dan 

ASEAN terhadap sektor terkait guna 

mengantisipasi isu regional dan ASEAN 

terse but . 

Indikator Perilaku 

Memahami konsep dasar, 

tata cara, dan prosedur 

penanganan isu regional 

dan ASEAN. 

1.1 Mampu menjelaskan tata cara dan 

prosedur penanganan isu regional 

dan ASEAN. 

1.2 Mampu mengumpulkan data atau 

informasi terkai t permasalahan yang 

m engemuka dan dampaknya kepada 

pelaks anaan Politik Luar Negeri. 

1.3 Mampu m endiskusikan posisi dasar 

kebijakan lu a r negeri Indonesia 

terhadap isu regional dan ASEAN. 

Mampu menjelaskan isu I 2.1 

regional dan ASEAN yang 

Mampu menglasifikasikan isu 

reg ional dan ASEAN yang berdampak 

pada pelaks a naan Politik Luar terkait dengan 

kepentingan Indonesia . I Negeri. 

2 .2 Mampu m emonitor dan menentukan 

1su region al dan ASEAN dalam 

kaitann ya den gan kepentingan pihak 

terk a it di Indon es ia . 

2 .3 Mampu me nentukan arah dan 

stra te gi kebij a kan lu a r negen 



Level 

3 

4 

Deskripsi 
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lndikator Perilaku 

Indonesia serta posisi negara lain 

terhadap isu regional dan ASEAN. 

Mampu menyusun I 3.1 Mampu membuat garis besar latar 

belakang pemberlakuan tata cara 

dan prosedur penanganan yang 

berlaku terhadap isu regional dan 

ASEAN yang terkini. 

analisis penanganan isu 

regional dan ASEAN yang 

terkini. 

3.2 Mampu membuat analisis 

pemanfaatan tata cara, mekanisme, 

prosedur, dan saran perbaikan serta 

hubungan antara isu terkini di 

regional dan ASEAN dengan misi dan 

strategi organisasi untuk mencari 

solusi yang bermanfaat. 

3.3 Mampu bekerja sama dan 

mengoordinasikan isu regional dan 

ASEAN yang bersifat lintas sektoral 

sesuai dengan jenjangnya. 

Mampu mengembangkan 4.1 Mampu memanfaatkan tata cara, 

hubungan dengan mitra mekanisme, dan prosedur serta 

kerja untuk mendukung peluang kerja sama dalam forum 

posisi Indonesia. regional dan ASEAN secara efektif 

dan efisien untuk kepentingan 

nasional. 

4.2 Mampu mengevaluasi pemanfaatan 

tata cara, mekanisme, prosedur, clan 

saran perbaikan serta hubung a n 

antara isu terkini di regional dan 

ASEAN dengan misi dan strategi 

orgamsas1 untuk langkah 

penyempurnaan. 

4.3 Mampu menggerakkan 

formal dan 

menggalang 

informal 

dukungan 

jejaring 

serta 

untuk 

mendukung kepentingan nasional di 

tingkat regional dan ASEAN. 
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Level Deskripsi Indikator Perilaku 

5 

7. 

Mampu mengembangkan I 5.1 

strategi dan melakukan 

Mampu mengoordinasikan 

pemanfaatan tata cara, mekanisme, 

dan prosedur serta peluang kerja 

sama dalam forum regional secara 

ef ektif dan efisien un tuk kepen tingan 

nasional. 

harmonisasi dengan 

entitas lain di tingkat 

nasional 

in ternasional. 

Kode Kompetensi 

Nama Kompetensi 

Definisi 

atau 

5.2 Mampu mengembangkan 

pemanfaatan tata cara, mekanisme, 

prosedur, dan saran perbaikan yang 

terintegrasi dan saling melengkapi 

dengan ke bij akan lain yang dapat 

memberikan dampak positif di 

tingkat nasional atau internasional. 

5.3 Mampu memperjuangkan posisi atau 

kepen tingan Indonesia dalam 

pembahasan isu regional dan ASEAN 

dan melakukan sinergi dengan para 

pemangku kepentingan dalam 

rangka tindak lanjut pembahasan 

isu regional dan ASEAN. 

T.JFD-07 

Diseminasi Informasi Kebijakan Politik 

Luar Negeri 

Kemampuan yang berkaitan dengan 

pengetahuan dan ketera mpilan mengena1 

setiap berita dan/ atau informasi terka it 

dengan kebijakan Politik Luar Negeri, tata 

cara dan prosedur untuk memahami, 

menyusun 

memberikan 

konsep, menganalisis, 

rckomendas i atas 

dan 

bahan 

diseminasi informasi yang relevan, rencana, 

dan pelaksanaan diseminasi informasi. 
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Level I Deskripsi lndikator Perilaku 

1 I Memahami pentingnya I 1. 1 Mampu mengidentifikasi isu utama 

terkait kebijakan Politik Luar Negeri 

yang disebarluaskan. 

2 

3 

peran diseminasi informasi 

dalam pelaksanaan 

kebijakan penyelenggaraan 1.2 Mampu menerapkan prosedur 

Hubungan Luar Negeri dan standar atau aturan lainnya terkait 

Politik Luar Negeri. dengan proses diseminasi informasi 

kebijakan Politik Luar Negeri, 

dengan bimbingan. 

1.3 Mampu mengidentifikasi pemangku 

kepentingan yang menjadi target 

diseminasi informasi kebijakan 

Politik Luar Negeri. 

Mampu menyiapkan bahan 2.1 Mampu menentukan metode 

untuk diseminasi informasi pengumpulan dan pemilahan data 

pelaksanaan kebijakan a ta u informasi internal a tau 

penyelenggaraan eksternal untuk mengidentifikasi 

Hubungan Luar Negeri dan top ik yang menjadi perhatian publik 

Politik Luar Negeri. atau media massa. 

2.2 Mampu menentukan keterkaitan 

antara data atau informasi dengan 

tujuan diseminasi informasi. 

2.3 Mampu menyusun konsep bahan 

diseminasi informasi yang jelas, 

sederhana, dan taat asas. 

Mampu melakukan I 3.1 Mampu melakukan kegiatan 

penilaian terhadap konsep 

diseminasi informasi 

pelaksanaan kebijakan 

penyelenggaraan 

Hubungan Luar Negeri dan 

Politik Luar Negeri. 

supervisi dan kontrol kualitas dalam 

pengumpulan dan pemilahan data 

atau informasi. 

3.2 Mampu menyeleksi dan 

menganalisis aspek kebijakan yang 

perlu disebarluaskan, target 

penerima, dan perspektifnya 

berdasarkan sumber yang relevan . 

3.3 Mampu menyusun konsep bahan 

diseminasi inform asi yang 

berkualitas sesuai dengan target 



4 

5 
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penenma. 

Mampu 

harmonisasi 

melakukan I 4.1 Mampu mengedit konsep bahan 

diseminasi 

informasi lintas sektoral. 

diseminasi informasi berdasarkan 

analisis kekuatan dan kelemahan 

serta men en tukan relevansinya 

dengan perkembangan kebijakan 

dan sentimen publik atau media 

terkini. 

4.2 Mampu mengevaluasi tujuan 

rencana dan pelaksanaan 

komunikasi untuk memastikan 1s1 

kon ten yang mencerminkan 

perkembangan kebijakan terkini. 

4.3 Mampu mengintegrasikan pendapat 

a tau perspektif pemangku 

kepentingan guna mendapatkan 

gambaran yang lebih luas terkait 

rencana dan pelaksanaan 

diseminasi informas i. 

Mampu 

perspektif 

memberikan 5.1 Mampu memberikan rekomendasi 

strategis yang atas perbaikan konsep bahan 

berdampak nasional atau 

internasional guna 

diseminasi 

relevansinya 

informasi serta 

dengan tercapainya 

menyempurnakan konsep tujuan bahan diseminasi informasi. 

diseminasi informasi. 5.2 Mampu memberikan rekomendasi 

perbaikan atas kelayakan analisis 

dengan tu juan agar rencana dan 

pelaksanaan diseminasi informasi 

sesuai tujuan. 

5.3 Mampu menjadi sumber rujukan 

utama dalam penyempurnaan 

konsep diseminasi informasi untuk 

kepen tingan nasional. 
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8. Kode Kompetensi 

Nama Kompetensi 

T.JFD-08 

Pelindungan Warga Negara Indonesia dan 

Badan Hukum Indonesia di Luar Negeri 

Definisi Kemampuan yang berkaitan dengan 

pengetahu an dan keterampilan dalam 

memberikan pelindungan kepada Warga 

Negara Indon esia dan Badan Hukum 

Indonesia di luar negeri dengan maksud 

untuk menghindarkan dari eksploitasi dan 

peny1mpangan hak asasi manusia, dengan 

memerhatikan aspek pencegahan 

(prevention), deteksi dini ( early detection) , dan 

pelindung an secara cepat dan tepat 

( immediate response). 

Level Deskripsi lndikator Perilaku 

1 Memiliki pengetahuan dan 1.1 Mampu menjelaskan dan 

2 

pemahaman dasar m enc on tohka n konsep pelindungan 

mengena1 konsep Warga Negara Indonesia dan Badan 

pelindungan Warga Negara Hukum Indonesia di luar negeri. 

Indonesia dan Badan 1.2 Mampu merinci tahap pemberian 

Hukum Indonesia di luar 

negeri. 

pelindungan Warga Negara Indonesia 

dan Badan Hukum Indonesia di luar 

n egen. 

1.3 Mampu mengidentifikasi pihak yang 

terkait dalam memberikan 

pelindun ga n Warga Negara Indonesia 

dan Badan H ukum Indonesia di luar 

n egen. 

Mampu memberikan I 2.1 Mampu menerapkan standar 

pelindung an Warga Negara Indonesia 

dan Bad an Hukum Indonesia di luar 

pelindungan Warga Negara 

Indonesia dan Badan 

Hukum Indonesia di luar neg en . 

negeri sesuai dengan 2.2 Mampu menindaklanjuti permintaan 

pedoman. pelindungan Warga Negara Indonesia 

dan Badan Hukum Indon esia di luar 

neg eri berdas ar kan asas, ketentuan 



Level 

3 

4 

Deskripsi 
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Indikator Perilaku 

peraturan perundang -undangan, dan 

prosedur standar. 

2.3 Mampu menentukan bagaimana 

bertindak dalam situasi kritis atau 

darurat. 

Mampu memberikan 3.1 Mampu memberikan masukan 

supervisi dalam terhadap pengembangan standar 

pelaksanaan pelindungan pelindungan Warga Negara Indonesia 

Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di luar 

dan Badan Hukum 

Indonesia di luar negeri. 

negen. 

3.2 Mampu mengoordinasikan penyiapan 

sarana dan prasarana pelindungan 

dan pe laksa na an pelindungan Warga 

Negara Indo nes ia dan Badan Hukum 

Indonesia di luar negeri secara efektif, 

efisien , dan tepat guna. 

3.3 Mampu bertindak tanpa pengawasan 

langsung dalam situasi kritis atau 

darurat. 

Mampu menyusun dan I 4.1 Mampu merumuskan rancangan 

pengembangan standar pelindungan 

Warga Negara Indonesia clan Badan 

Hukum Indonesia di luar n egen 

deng an menerapkan pendekatan 

mengembangkan norma 

standar , kriteria, dan 

pedoman pelaksanaan 

pelindungan Warga Negara 

Indonesia dan Badan I monodisiplin er. 

Hukum Indonesia di luar I 4.2 Mampu mengevaluasi pelaksanaan 

negeri . pelindungan Warga Negara Indon esia 

dan Badan Hukum Indonesia di luar 

negen. 

4 .3 Mampu men yusun ulasan evaluasi 

atas penge lolaan ya ng sesuai 

berdas arkan pemenuhan kebutuhan 

pem a ngku kepentingan, optimalisasi 

sistem pelindungan Warga Negara 

Indon esia dan Badan Hukum 

Indonesi a di luar n ege ri , da n fokus 



Level 

5 

Deskripsi 
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Indikator Perilaku 

kepada 

terkait. 

pernangku kepen tingan 

I Marnpu rnengernbangkan I 5.1 Marnpu rnernfinalisasi rancangan 

pengernbangan standar pelindungan 

Warga Negara Indonesia dan Badan 

Hukurn Indonesia di luar negeri 

dengan rnenerapkan pendekatan 

interdisipliner dan/ atau 

konsep kebijakan 

pelaksanaan pelindungan 

Warga Negara Indonesia 

dan Badan Hukurn 

Indonesia di luar negeri. 

rnultidispliner. 

5.2 Marnpu bertindak sebagai 

narasurnber pada tingkat nasional 

atau internasional, serta rnernberikan 

rujukan bersikap dalarn berbagai 

pelaksanaan pelindungan Warga 

Negara Indonesia dan Badan Hukurn 

Indonesia di luar negeri. 

5.3 Marnpu rnernberikan rekornendasi 

perbaikan pelaksanaan pelindungan 

Warga Negara Indonesia dan Badan 

Hukurn Indonesia di luar negen 

secara tepat dan aplikatif sehingga 

terjadi pcningkatan secara 

berkesinarn bung an. 

9. Kode Kornpetensi 

Narna Kornpetensi 

Definisi 

T.JFD-09 

Pelayanan Kekonsuleran 

Kernarnpuan 

pengetahuan 

yang 

dan 

berkaitan 

keterarn pilan 

dengan 

dalarn 

rnernberikan layanan kepada pernangku 

kepentingan sesuai dengan asas pelayanan 

publik, kepastian hukurn, ketepatan waktu, 

kecepatan , kernudahan, keterjangkauan, dan 

akuntabilitas secara rnernuaskan pengguna 

layanan berbasis sistern rnanajernen rnutu 

( quality management system a tau ISO) 



Level 

1 

2 

3 
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menggunakan Jamman kualitas dan 

pengendalian pros es ser ta produk atau jasa 

untuk m encapai kualitas yang lebih 

konsisten. 

Deskripsi Indikator Perilaku 

Memiliki pengetahuan dan I 1.1 Mampu menjelaskan dan 

pemahaman 

mengenai 

dasar 

konsep 

pelayanan kekonsuleran. 

men con tohkan konsep pelayanan 

kekonsuleran. 

1.2 Mampu merinci tahap pemberian 

pelayanan kekonsuleran. 

1.3 Mampu mengidentifikasi pihak yang 

terkait dalam memberikan pelayanan 

kekonsuleran. 

Mampu 

pelayanan 

memberikan I 2.1 Mampu menerapkan standar 

kekonsuleran 

sesuai dengan pedoman. 

Mampu memberikan 

supervisi dalam 

pelaksanaan pelayanan 

kekonsuleran . 

pelayanan kekonsuleran. 

2.2 Mampu menindaklanjuti permintaan 

pela yanan kekonsuleran berdasarkan 

asas , ketentuan peraturan 

perundang-undangan, dan prosedur 

standar. 

2.3 Mampu menentukan bagaimana 

bertindak dalam situasi kritis atau 

darura t. 

3.1 

3.2 

Mampu memb erikan masukan 

terhadap peng emb a ngan standar 

pela yanan ke konsuleran. 

Ma mpu mengoordin a sikan penyiapan 

dan penyajian bahan pelayanan, 

saran a dan 

kekonsuleran 

prasarana urusan 

berdasarkan asas, 

ket entuan per aturan perundang­

unda ngan , dan prosedu r standar. 

3 .3 Mampu bertindak ta npa pengawasan 

langsung da lam situ a si kritis atau 

darurat . 



Level 

4 

5 
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Deskripsi Indikator Perilaku 

Mampu menyusun atau I 4.1 Mampu merumuskan rancangan 

pengembangan standar pelayanan 

kekonsuleran dengan menerapkan 

pendekatan monodisipliner. 

memperbaiki norma 

standar, 

pedoman 

kriteria, dan 

pelaksanaan 

pelayanan kekonsuleran . 4.2 Mampu mengevaluasi pelaksanaan 

pelayanan kekonsuleran. 

4.3 Mampu menyusun ulasan evaluasi 

atas pcngelolaan yang sesua1 

berdasarkan pemenuhan kebutuhan 

pemangku kepentingan, optimalisasi 

sistem pelayanan, dan fokus kepada 

pelanggan a tau pemangku 

kepentingan. 

Mampu mengembangkan 5.1 Mampu memfinalisasi rancangan 

konsep, teori, dan pengembangan standar pelayanan 

kebijakan pelaksanaan kekonsuleran dengan menerapkan 

pelayanan kekonsuleran. pendekatan interdisipliner dan/ atau 

multidispliner. 

5.2 Mampu bertindak sebagai 

narasumber dan memberikan 

rujukan bersikap dalam berbagai 

pelaksanaaan pelayanan 

kekonsuleran . 

5.3 Mampu memberikan rekomendasi 

perbaik an pelaksanaan pelayanan 

kekonsuleran secara tepat dan 

aplikatif sehingga terjadi peningkatan 

secara berkesinambungan. 



10. Kode Kompetensi 

Nama Kompetensi 

Definisi 

Level I Deskripsi 
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T.JFD-10 

Pelayanan Keprotokolan 

Kemampuan yang berkaitan 

pengetahuan dan keterampilan 

dengan 

yang 

berkaitan dengan korespondensi diplomatik, 

tata tempat, tata upacara, dan tata 

penghormatan pada acara kenegaraan dan 

acara resm1 yang diselenggarakan di 

Indonesia dan di luar negeri, sesuai dengan 

ketentuan dan peraturan perundang-

undangan ten tang keprotokolan dan 

kebiasaan internasional. 

Indikator Perilaku 

1 I Memiliki pengetahuan dan I 1.1 Mampu menjelaskan dan 

2 

pemahaman dasar 

mengenai konsep 

pelayanan keprotokolan. 

mencontohkan penggunaan 

korespondensi diplomatik, tata 

tempat, tata upacara, dan tata 

penghormatan pada acara kenegaraan 

dan acara resmi sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang­

undangan tentang keprotokolan dan 

ke biasaan in ternasional. 

1.2 Mampu merinci tahap pelaksanaan 

korespondensi diplomatik dan 

pemberian pelayanan keprotokolan. 

1.3 Mampu mengidentifikasi pihak yang 

terkait dalam melaksanakan 

korespondensi diplomatik dan 

memberikan pelayanan keprotokolan . 
-- -- ---· ----·--

Mampu 

pelayanan 

memberikan I 2.1 

keprotokolan 

Mam pu menerapkan standar 

korespondensi diplomatik dan standar 

pelayanan keprotokolan dan sesuai dengan pedoman. 

menindaklanjuti permintaan 

pelayanan berdasarkan asas, 

ketentuan peraturan perundang-

undangan , dan prosedur standar. 
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,-------,--------------------.--------- --- -- -· - ---------- ---- ---~ 
Level Deskripsi Indikator Perilaku 

2.2 Mampu bertindak tertib selaras 

2.3 

dengan pedoman korespondensi 

diplomatik dan tata cara pada acara 

kenegaraan, dan acara resmi sesuai 

dengan ketentuan 

perundang- undangan 

peraturan 

tentang 

keprotokolan dan kebiasaan 

internasional dengan pengawasan 

langsung dari atasan. 

Mampu menyusun konsep 

korespondensi diplomatik dan 

program kunjungan dengan 

berpanduan pada ketentuan 

peraturan perundang- undangan 

tentang keprotokolan dan kebiasaan 

internasional. 
f------+------------ ---------- -1-- ------------ ··· ··-·----- -- - ---- -------- ----l 

memberikan I 3 .1 3 Mampu 

supervisi dalam 

pelaksanaan pelayanan 

keprotokolan. 

4 I Mampu menyusun atau 

memperbaiki norma 

standar, kriteria, dan 

pedoman pelaksanaan 

pelayanan keprotokolan. 

I 3.2 

Mampu 

terhadap 

memberikan 

pengem bangan 

pelayanan keprotokolan. 

masukan 

standar 

Mampu berkoordinasi, bertindak tertib 

selaras dengan tata cara pada acara 

kenegaraan, dan acara resmi sesuai 

dengan keten tuan 

perundang -unda ngan 

keprotokolan 

inte rnasiona l, 

dan 

tanpa 

langsung dari atasan. 

peraturan 

tentang 

kebiasaan 

pengawasan 

3.3 Mampu menguasai konsep program 

kunjungan serta pe laksanaan 

kegia tan keprotokolan. 

4.1 Mampu merumuskan rancangan 

pengem bang an standar pelayanan 

keprotokolan dengan menerapkan 

pendek ata n monodisipliner. 

4.2 Mampu memberikan per tim bangan 

mengen ai kcakuratan data atau 



Level Deskripsi 
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Indikator Perilaku 

informasi dan 

penyusunan 

keprotokolan. 

relevansinya dalam 

konsep kegiatan 

4.3 Mampu mengelola sumber daya 

untuk penyusunan rencana kegiatan 

keprotokolan, mengoordinasikannya 

dengan kementerian atau lembaga, 

perwakilan negara asing dan 

orgamsas1 internasional, dan 

menyimpulkan tingkat efektivitas dan 

efisiensi program kunjungan dan 

kegiatan keprotokolan. 
f--------l-- --------- ----- --- -t- -- --- ------- ····· ··--···- --- -- -----------, 

Mampu mengembangkan 5.1 Mampu memfinalisasi rancangan 5 

konsep, teori, dan pengembangan standar pelayanan 

kebijakan pelaksanaan keprotokolan dengan menerapkan 

pelayanan keprotokolan. pendekatan interdisipliner dan/ atau 

multidispliner. 

5.2 Mampu memberikan rekomendasi 

atas relevansi program kunjungan, 

memberikan rekomendasi rencana 

perbaikan atau penyempurnaan untuk 

peningkatan kinerja keprotokolan. 

5.3 Mampu memulai dan m emfasilitasi 

komunikasi an tarpihak guna 

melancarkan program kunjungan dan 

kegiatan keprotokolan, serta bertindak 

sebagai 

memberikan 

keprotokol an . 

narasumber 

rujukan 

untuk 

pelayanan 

11. Kode Kompetensi 

Nama Kompetensi 

Definisi 

T.JFD-11 

Penanganan dan Pengelolaan Media 

Kemampu an yang bcrkaitan dengan 

pengetahuan dan keterampilan memahami 

dan mengantisipasi kepentingan media 

(konvension a l, digit.al, dan sosial) dengan 
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memperhatikan kaidah jurnalisme (siapa, 

apa, di mana, kapan, mengapa, dan 

bagaimana) . 

I Level I Deskripsi I - _:_ Indikator Perilaku 

1 I Memahami pentingnya peran I 1.1 

penanganan dan 

pengelolaan media dalam 

Mampu mengategorikan metode 

untuk mengumpulkan data dan 

informasi untuk penanganan dan 

pengelolaan media. pelaksanaan kebijakan 

penyelenggaraan Hubungan I 1.2 Mampu merinci manfaat penggunaan 

Luar Negeri dan Politik Luar 

Negeri. 

media (konvensional, digital, dan 

sosial) dalam Diplomasi. 

1.3 Mampu mengidentifikasi media yang 

berperan pen ting dalam pelaksanaan 

kebijakan penyelenggaraan 

Hubungan Luar Negeri dan Politik 

Luar Negeri. 
t---- - + ----- -- -------------- - + - - ----- - - ··-·· ·-- -··- ---

Mampu menyiapkan bahan I 2.1 Mampu mengolah data dan informasi 2 

untuk penanganan dan 

pengelolaan media. 

untuk dengan keluaran berupa 

rancangan pernyataan pers yang 

sesuai dengan kaidah jurnalisme dan 

daftar informasi yang berisi 

antisipasi pcrtanyaan dan pesan 

kunci yang akan disampaikan. 

2.2 Mampu memonitor konten media dan 

menentuk a n tr en sentimen publik. 

2.3 Mampu men entukan media digital 

yang menjadi tren, termasuk teknik 

untuk 

digital. 

mengoptimalkan konten 

1----+------- --- --- - --l------------- ------------t 
Mampu membuat garis besar daftar 3 I Mampu melakukan I 3. 1 

penilaian terhadap 

pelaksanaan penanganan 

media dan penge lolaan 

media. 

masalah atau lSU untuk 

menyempurnakan pernyataan pers 

yang scsua1 dengan kaidah 

jurnalism e dan daftar informasi yang 

berisi antisipasi pertanyaan dan 

pesan kunci yang a kan dis ampaikan. 



Level Deskripsi 
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lndikator Perilaku 

3.2 Mampu menganalisis audiensi, 

kebutuhan, dan selera pengguna 

media. 

3.3 Mampu mengiden tifikasi media, 

online influencers, dan jejaring yang 

tepat untuk menggalang audiensi . 
i--------t--------------- -- -- ---- -+--------- ---· ·· 

melakukan I 4.1 Mampu mengomunikasikan materi 4 

5 

Mampu 

harmonisasi 

media dan 

media . 

penanganan 

pengelolaan 

penanganan media dan pengelolaan 

media sccara bersahabat, 

profesional, dan relaks , dengan alur 

yang baik. 

4.2 Mampu memproyeksi dan 

mengoordinasikan 

secara lintas 

respons media 

fungsi untuk 

memperoleh penanganan cepat. 

4.3 Mampu menunjukkan pemahaman 

yang mendalam mengenai lanskap 

digital dan tren yang mengemuka 

dan mengaplikasikannya dalam 

strat egi pengembangan konten. 
- -•••-H .. • --- ·-•----••• 

Mampu memberikan 5.1 Mampu menjadi rujukan utama 

perspektif strategis guna dalam mengomunikasikan materi 

mengembangkan proses penanganan media dan pengelolaan 

penanganan media dan media secara bersahabat, 

pengelolaan media. prof esional, dan relaks, dengan alur 

yang baik. 

5.2 Mampu mcmantau efektivitas 

implemen tasi penanganan dan 

pengelolaan media terhadap rencana 

strategis organisasi. 

5.3 Mampu merekomendasikan 

pengemb angan konten media yang 

m erefleks ika n ke bu tuhan dan selera 

penggun a media. 
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12. Kode Kompetensi 

Nama Kompetensi 

T.JFD-12 

Penguasaan Substansi dan Kawasan atau 

Negara 

Definisi Kemampuan 

pengetahuan 

yang 

dan 

berkaitan 

keterampi lan 

dengan 

dalam 

Level Deskripsi 

memahami, mengumpulkan, mengolah, dan 

melakukan analisis data dan informasi yang 

difokuskan pada substansi atau kawasan 

atau negara yang ditangani. 

Indikator Perilaku 
f----- -+--- --------------- ---- -r- -------- ---··-·---------------- ------i 

kepentingan I 1.1 Mampu dasar 1 Memahami 

Indonesia dari sudut 

pandang yang relevan 

(politik, ekonomi, sosial, 

budaya, pertahanan, dan 

keamanan). 

menjelaskan pos1s1 

atau kep entingan penyelenggaraan 

Hubungan Luar Negeri dan Politik 

Luar Negcri tcrkait substansi atau 

kawasan atau negara yang ditangani. 

1.2 Mampu mengumpulkan data dan 

informasi terkai t permasalahan yang 

mengemuka dan dampaknya kepada 

pelaksanaan Politik Luar Negeri. 

1.3 Mampu mengidentifikasi pemangku 

kepen tingan yang berpengaruh 

terkait substansi yang ditangani. 
I------+-------- ---- ---- ---+--------- --- -.. - --. --·- --·-.. ·---- -- ---- ----, 

Mampu menyiapkan bahan I 2 .1 Mampu menglasifikasikan 2 

terkait isu yang relevan 

(poli tik, ekonomi, sosial, 

budaya, pertahanan, dan 

keamanan). 

pos1s1 

dasar atau kepen tingan 

penyel eng garaan Hubungan Luar 

Negeri dan Politik Luar Negeri terkait 

substansi atau kawasan atau negara 

yang ditangani. 

2 .2 Mampu memonitor dan menentukan 

potensi dan tantangan terkait 

substansi atau kawasan atau negara 

yang ditangani te rhadap kepentingan 

penyel enggaraa n Hubungan Luar 

Negeri dan Politik Luar Negeri. 

2.3 Mampu mengolah data dan informasi 

menj adi materi untuk ditelaah. 
'-- ---'-- -----------___J'---- ----- -- - - ··-
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.--- - --,-- -- --- --- ----------------r------ -- - --- -·---·· ···-
Level Deskripsi Indikator Perilaku 

1-- -- -- +--- ------- -- --------- --+- - - ------ -- -- ·--- -
Mampu menyusun analisis J 3.1 Mampu menelaah materi dengan 3 

4 

5 

terkait isu yang relevan 

(politik, ekonomi, sosial, 

mengorel a sikan hubungan sebab­

akibat. 

budaya, pertahanan, dan J 3.2 Mampu merumuskan hasil korelasi 

keamanan). 

3.3 

secara log1s dengan 

memperlimban gkan faktor pro dan 

kontra serta kek uatan dan 

kelemah an suatu argumentasi. 

Mampu menganalisis arah dan 

strategi kebij a kan luar negen 

Indone sia pada substa nsi atau 

kawasan atau negara yang ditangani . 

Mampu melakukan I 4.1 Mampu memberikan pertimbangan 

harmonisasi substansi 

terkait isu yang relevan 

(politik, ekonomi, sosial, 

budaya, pertahanan, dan 

keamanan). 

hubungan sebab-akibat yang lebih 

kompl eks dalam meru muskan materi 

terkait substansi atau kawasan atau 

negara yang di tangam . 

4.2 Mampu men ye rtakan dan 

mem perjelas sudut pandang ya ng 

berbed a untuk memperkaya hasil 

analisis. 

4 .3 Mampu merumuskan hasil obs ervasi, 

isu dan ide yang kompleks menjadi 

hasil anal isis yang mudah 

dimeng crti. 

Mampu memberikan I 5.1 Mam pu mengkaji dan memberikan 

perspektif strategis terkait 

1su yang relevan (politik, 

rekom endas i mcngcnai ketepatan 

dan kelengkap an hasil analisis. 

ekonomi, sosial, budaya, I 5.2 Mampu mengom binasikan 

pertahanan, 

keamanan). 

dan p endekatan int erdisipliner dan / atau 

multidispliner dalam hasil analisis. 

5.3 Mampu 

denga n 

melakukan komunikasi 

pcma ngku kepen tingan 

utama untuk mendapatkan sudut 

pan dan g yang komprehensif. 



13. Kode Kompetensi 

Nama Kompetensi 

Definisi 
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T.JFD-13 

Pelayanan Fasilitas Diplomatik 

Kemampuan yang berkaitan dengan 

pengetahuan dan keterampilan dalam 

pengelolaan pelayanan fasilitas diplomatik 

sesuai ketentuan peraturan perundang­

undangan dan asas resiprositas terkait 

keseimbangan layanan yang diberikan. 

Pelayanan fasilitas diplomatik meliputi 

pemberian fasilitas kendaraan bermotor, 

fasilitas perpajakan dan pengendalian asas 

resiprositas, fasilitas pendaftaran, fasilitas 

kunjungan dan akreditasi, fasi litas perizinan, 

bangunan, dan monitoring, serta fasilitas 

importasi atau eksportasi barang. 

~-----~-- --- ------------ -- -----,----- ------·- - .. -- ----•-·· --
Indikator Perilaku Level 

1 

Deskripsi 

Memiliki pengetahuan dan 

dasar 

konsep 

1.1 Mampu menjelaskan dan 

mencontohkan konsep pelayanan 

fasilitas diplomat.ik. 

pemahaman 

mengena1 

pelayanan 

diplomatik. 

fasilitas I 1.2 Mampu merinci jenis pelayanan 

fasilitas diplomatik berdasarkan 

ketentuan peraturan perundang-

undangan dan prosedur standar. 

1.3 Mampu mengident.ifikasi pihak yang 

terkait dalam memberikan pelayanan 

fasilitas diplomatik. 
1------+-------- --- - --+-- ---- --- - -- --

mencrapkan memberikan I 2.1 Mampu standar 

fasilitas 

2 Mampu 

pelayanan 

diplomatik 

pedoman. 

fasilitas 

sesuai dengan 

minimal pelayanan 

diplomatik. 

2.2 Mampu menyiapkan dan membuat 

pola data atau informasi yang 

dibutuhkan dalam pemberian 

pelayanan fasilitas diplomatik. 

2.3 Mampu mcnindaklanjuti permintaan 

pelayanan fasilit.as dip lomatik 
L._ __ _ _ L._ _ ______ __ _____ __ ___. ___ __ _______ ___ _ 



Level Deskripsi 

3 Mampu memberikan 

supervisi dalam 

pelaksanaan pelayanan 

fasilitas diplomatik. 

4 Mampu menyusun atau 

mengembangkan norma 

standar, kriteria, dan 

pedoman pelaksanaan 

pelayanan fasilitas 

diplomatik. 
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3 .1 

3.2 

3.3 

4.1 

4.2 

4.3 

dikator Perilaku Inc 
-·- ----- ·- - · ·-·--------------! 

berdasar kan asas, ketentuan 

peratura 

prosedui 

n perundang -u ndangan, dan 

standar dengan kepekaan 

terkait 

keseimh 

diberika: 
-- · 

Mampu 

terhadar 

pelayarn 

Mampu 

pelaksar 

diploma1 

tepat gu 

asas 

ngan 

res iprositas dan 

la yanan yang 

memberikan masukan 

pengem bangan standar 

n fasilitas diplomatik. 

mengoordinasikan 

aan pclayanan fasilitas 

k secara cfcktif, efisien, dan 

a. 

Mampu 

dan pen 

mengoordinasikan penyiapan 

ajian sarana dan prasarana 

pelayarn 

peratura 

asas 

keseimb 

diberika 

Mampu 

pengeml: 

fasilitas 

menerap 

monodis 

Mampu 

pelayanc 

sudah 

melalui 

sesua1 , 
( 

pemangl 

Mampu 

pelayanc= 

kepad a 

kepentin 
----

n scsuai ketentuan 

n perundang-undangan dan 

resiprositas terkait 

yang ngan layanan 

- -·- -·---··- -------
merumuskan rancangan 

angan standar pelayanan 

diplomatik 

kan 

pliner. 

deng an 

pendekatan 

mengeval uasi pelaksanaan 

n fasilitas diplomatik yang 

berlangsung dengan baik 

evi u atas pengelolaan yang 

tau mcmcnuhi kebutuhan 

u kep ent in ga n. 

mengukur bahwa sistem 

n bckerja optima l dan fokus 

pelanggan atau pemangku 

gan. 
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~--- ---.--- --- - ----- -- ------,------ ----:- ·- •·-•·- ·- ···· ·· ···- ------ - ---~ 
Deskripsi Indikator Perilaku Level 

\ \ Mampu mengembangkan \ 5.1 5 Mampu memfinalisasi 

pengembangan standa r 

rancangan 

pelayanan 

dengan 

pendekatan 

dan/atau 

konsep, dan ke bijakan 

pelaksanaan pelayanan fasilitas diplomatik 

fasilitas diplomatik. 

14. Kode Kompetensi 

Nama Kompetensi 

Definisi 

menerapkan 

interdisiplincr 

multidispliner. 

5.2 Mampu bertindak sebagai 

narasumber pada tingkat nasional 

atau internasional dan memberikan 

rujukan bersikap dalam berbagai 

pelaksanaan pelayanan fasilitas 

diplomatik. 

5.3 Mampu membcrikan rekomendasi 

perbaikan pelaksanaaan pelayanan 

fasilitas diplomatik secara tepat dan 

aplikatif sehingga terjadi peningkatan 

secara berkesinambungan. 

T.JFD-14 

Pembuatan Perjanjian Internasional 

Kemampuan yang berkaitan dengan 

pengetahuan mengenai tahap pembuatan 

perjanjian internasional dan penyusunan 

pedoman delegasi Republik Indonesia sesuai 

dengan substansi yang ditangani, dan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pembuatan perjanjian internasional tersebut 

terkait dengan tahap penjajakan, 

perundingan, perumusan naskah, 

penenmaan dan penandatanganan, 

pengesahan, dan penyimpanan . Pedoman 

delegasi Republik Indonesia mencakup 

analisis permasalahan ditin j au dari aspek 

politis, yuridis, keamanan, teknis, dan aspek 

lain yang dapat m emengaruhi kepentingan 
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na sional pos 1s1 Indonesia, saran, dan 

penyesuaian ya ng dap at dilakukan untuk 

mencapai kesepak ata n . 

.-------,----------------------.--------- -- ··· - ·-··-· ····- - - --· ···-- - -- -- -- -- ---~ 
Level 

1 

2 

3 

Deskripsi Indikator Perilaku 

Memiliki pengetahuan dan I 1.1 Mampu mengiden tifikasi 

pemahaman 

mengena1 

pembuatan 

internasional . 

dasar 

langkah 

perJanJ1an 

pengetahuan dasar tentang hukum 

nasion a l dan in ternasional dalam 

kerangka Hubun ga n Lu ar Negeri. 

1.2 Mampu memoni to r dan menjelaskan 

isu yang terkai t dengan hukum 

nasion a l dan inte rnasional dalam 

kerangka Hubun gan Luar Negeri. 

1.3 Mampu mcrinci prosedur dan tata 

cara pembuatan perjanjian 

intern as ion a l. 

Mampu 

bahan 

- ·· - - -- - - -- - -- ----- -- -----l 
mempersiapkan I 2.1 Mampu mcnyiapkan dan mengelola 

penyusunan 

perjanjian internasional. 

I Mampu memberikan 

supervisi dalam 

penyusunan perjanjian 

internasional . I 

data atau informas i ya ng dibutuhkan 

dalam 

perJanJ1an 

ketentuan 

undangan 

penyusunan rancangan 

in ternasional dan 

peraluran perundang -

yang terkait dengan 

Hubungan Luar Ncgcri. 

2.2 Mampu berk oord inasi dengan 

kement er ian atau lembaga dan mitra 

kerja terkail 

pelaksanaan 

m elib at kan 

scrta menyiapkan 

perte mu an yang 

par a pemangku 

kepentingan terkait la innya. 

2.3 Mampu mcmbuat kajian dan konsep 

dasar tanggapa n hukum . 

3.1 Mampu 

perjanjian 

kete ntuan 

und anga n 

Hubung an 

... .. --- - .. ····· -- - - - -- --i 
menyusun rancangan 

in ternasional dan 

pera tu ran perundang­

ya n g terkait dengan 

Luar Negeri secara 

sistemat is, akurat, dan leng kap. 



Level 

4 

Deskripsi 
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- ··-
Indikator Perilaku 

3.2 Mampu berkoordinasi dengan 

kementerian atau lembaga dan mitra 

kerja te rkait dan menyiapkan 

pelaksanaan pertemuan serta 

mengoordinasikan pertemuan yang 

melibatk an para pemangku 

kepentingan lainnya. 

3.3 Mampu mcmbuat analisis kajian dan 

tanggapan hukum yang lebih 

mendalam. 

Mampu mengevaluasi I 4.1 Mampu mclakukan tinjauan terhadap 

penyusunan perjanjian I substansi yang mcliputi 4 (empat) 

internasional. aspek aman, yaitu aman secara 

politis , yuridis, teknis, dan keamanan. 

4.2 Mampu mclakukan tinjauan terhadap 

kelengkapan dan kcak uratan sesuai 

dengan kaidah penyusunan 

rancangan perjanjian internasional 

dan ketentuan peraturan perundang­

undangan yang terkait dengan 

Hubungan Luar Negeri. 

4.3 Mampu mcyakinkan para pemangku 

kepentin ga n untuk menenma pos1s1 

Indonesia . 

I I Mampu mengembangkan I 5.1 Mampu memberikan rekomendasi 5 

konsep kebijakan terkait 

penyusunan 

internasional. 

perJanJ1an 

atas reviu substansi pedoman delegasi 

Republik Indonesia, yang meliputi 4 

(empat) aspek am an, yaitu aman 

secara politis, yuridis, teknis, dan 

keamanan . 

5.2 Mampu memberikan rekomendasi 

atas tinj auan substansi rancangan 

perjanjian int crnas ional dan peraturan 

ketentu an peraturan perundang­

undangan yang terkait dengan 

Hubungan Luar Ncgcri sesuai dengan 



Level Deskripsi 

15. Kode Kompetensi 

Nama Kompetensi 

Definisi 

Level Deskripsi 

1 Memahami konsep 

diplomasi publik dalam 

pelaksanaan kebijakan 

penyelenggaraan 

Hubungan Luar Negeri 

dan Politik Luar Negeri. 

2 Mampu m enyiapkan 

bahan yang relevan un tuk 

pelaksanaan diplomasi 

publik. 
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----·· ---- · -·--· 
Indikator Perilaku 

-·--- --------- . 

kepen tingan nasional. 

5.3 Mampu memiliki keahlian khusus dan 

menguasai seluruh aspek dalam isu 

khusus perjanjian internas ional yang 

ditugask an oleh p1mpman dan 

memberik an solusi alas permasalahan 

yang timbul. 

T.JFD-15 

Diplomasi Publik 

Kemampuan yang berkaitan dengan 

pengetahuan dan ketcrampilan mengenai 

penggalangan citra posilif dari berbagai 

bidang seperti politik, ekonom i, sosial 

budaya, pert ahanan, dan keamanan, agar 

dapat menumbuhkan kepcrcayaan negara 

lain tentang potensi dan prestasi Negara 

Republik Ind onesia dalam membangun 

Hubungan Luar Negcri dan kerja sama 

in ternasional. 

1.1 

1.2 

1.3 

2.1 

2.2 

-
Indika .tor Perilaku 

Mampu m 

untuk mer 

inform asi tcr 

Mampu 

mencontohk 

penggalanga: 

diplom asi pu 

Mampu me1 

kepen tin gan 

dalam diplon 
··•--

Mamp u men 

untuk mater 

Mampu mer. 

yang dap, 

engiden tifikasi metode 

gumpulka n data dan 

kail di plomas i publik. 

menjclaskan dan 

n konsep pentingnya 

citra positif melalui 

blik. 

.gidcnlifikasi pemangku 

yang bcr peran penting 

asi publik. 

golah data dan informasi 

diplomasi publik. 

guraikan aset Diplomasi 

t digunakan untuk 
-- -- - --
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--- --·••··--

melakukan 

melalui dipl1 

2.3 Mampu m1 

tantangan 

Diplomasi c 

positif mel al 
-·-• 

3 Mampu menyusun 3.1 Mampu m 

analisis pelaksanaan mengorel as i 

diplomasi publik. akibat . 

3.2 Mampu me 

secara 

mempertim l 

kontra s 

kelemah an. 

3.3 Mampu rr 

strategi 1 

Indonesia tt 
•· . ... - ·· .. 

4 Mampu melakukan 4.1 Mampu m1 

harmonisasi pelaksanaan hubungan 

diplomasi publik. komplcks d 

diplomasi p 

4.2 Mampu 

memperjcla 

berbeda u 

analisis ma 

4.3 Mampu me: 

isu, dan id 

hasil an 

dimenger ti. 

5 Mampu memberikan 5.1 Mampu ID< 

perspektif strategis guna rekom enda: 

menyempurnakan proses dan kel en gl 

pelaksanaan diplomasi 5.2 Mampu 

publik. pendekatan 

dalam hasil 

5.3 Mampu 

dengan 

·------~ .. 
cnggalangan citra positif 

masi pu blik. 

nentukan potensi dan 

pcmanfaatan aset 

alam pengga langan citra 

ui diplomasi publik. 

nelaah materi dengan 

an h u bungan se bab-

umusk an hasil korelasi 

logis dengan 

angkan faktor pro dan 

rta kekuatan dan 

uatu argumentasi . 

cnganalisis arah dan 

bijakan luar negen 

kait dip lomasi publik. 

mberikan pertimbangan 

ebab - akiba t yang lebih 

am mcru mus kan materi 

blik. 

mcnycrtakan dan 

sudut pandang yang 

tuk memperkaya hasil 

n. 

umusk an hasil observasi, 

ya n g komp leks menjadi 

lisis yang mudah 

·---- ··--- --------- -- -1 
ngkaji dan memberikan 

mcngcna1 ketepatan 

pan hasil analisis. 

mengombinasikan 

inter, multidispliner 

ana lisis. 

clakukan komunikasi 

emangku kepentingan 
-- ---- --
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··----- - ·· ·-- -------, 
utama untuk mcndapatkan sudut 

pandang yang kom pr ehensif. 
'------'-- -- ----------'- - --- -- - - -·- - - . 

16. Kade Kompetensi 

Nama Kompetensi 

Definisi 

T.JFD-16 

Kerja Sama dan Bantuan Luar Negeri 

Kemampuan 

pengetahuan 

yang bcrkaitan dengan 

dan keterampilan dalam 

menginisiasi dan merancang proyek 

pemberian kerja sama dan bantuan luar 

negen. 

. . 

Level I Deskripsi Indikator Perilaku 

1 I Memahami konsep kerja sama 

dan bantuan luar negen 

dalam pelaksanaan ke bij akan 

penyelenggaraan Hu bungan 

Luar Negeri dan Politik Luar 

Negeri . 

1.1 

1.2 

... 

Mampu mengidcn tifikasi metode 

untuk mengumpulkan data dan 

informasi terkait kcrja sama dan 

bantuan lua r n eger i. 

Mampu menjclaskan dan 

menconto h kan konscp pentingnya 

penggal a ngan citra positif melalui 

kerja sama dan bantuan luar 

negen. 

1.3 Mampu m eng identifikasi pemangku 

kep entin ga n ya ng bcrperan penting 

da lam pcnangarnm kerja sama dan 

bantuan lu a r ne gc r i. 
l-----1-- -- - ---------,- --- ---,-- - -t--:::--:---=-= -·• ----·. 

Mampu menyiapkan bahan I 2.1 Mampu mcncrapkan manajemen 2 

un tuk pelaksanaan proyek 

kerja sama dan bantuan luar 

negeri. 

proyek (perenca n aan, pelaksanaan, 

dan penyclcsaian) scsuai ketentuan 

peratur a n 

yang ber laku . 

pcru ndang-undangan 

2 .2 Mampu rnc ndisk us ikan praktik-

praktik tcrbaik (best practices) 

mengcn a1 manajcrncn proyek. 

2.3 Mamp u mengid cnt ifikasi potensi 

dan tan ta ngan pcrnanfaatan kerja 

sama dan ban tu an luar negen 

untuk menggal a ng citra positif . 
.__ _ _ ___._ ___ ___ _ _ ___ ___ L.._ ___ _ •. - · ·- •. -- ·. 



Level Deskripsi 

3 Mampu melakukan penilaian 

terhadap pelaksanaan proyek 

kerja sama dan bantuan luar 

negeri. 

4 Mampu melakukan 

harmonisasi pelaksanaan 

proyek kerja sama dan 

bantuan luar negeri. 

5 Mampu memberikan 

perspektif strategis guna 

menyempurnakan proses 

pelaksanaan proy ek kerja 

sama dan bantuan luar 

negeri. 
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3.1 

3.2 

3 .3 

4.1 

4.2 

4 .3 

5 .1 

5.2 

5.3 

-·-- ·- -
Indi kator Perilaku 

-···-·· ~--
Mampu 

rencana p 

m embu at garis besar 

oyek. 

Mampu m cla ku ka n promosi kepada 

po tc n s ia l. mitra kerj 

Mampu m engurai ka n latar be lakang 

g d itawarkan. proyek ya 1 

Mamp u 

rencana 

pertimb a 

ump an b 

Mam pu 

terh ada p 

m en gen a 

Mam pu 

mengo oo 

dit awa rk 
--· ···· - ----

Mam pu 

narasum 

a tau in tc 

ru juk an 

ban tu an 

berb aga i 

terk a it. 

Ma mp u 

m a n aJcrr 

per encar 

a sp ek I 

pel a ks a n 

ter intcgr 

Mamp u 

de n gan 

u tama l 

p and ang 

me m perl 

m a n aJcn 

- .. 

m cn geva lua s i garis besar 

proye k da n memberikan 

gan beru pa masukan dan 

ik. 

m ela ku kan 

cal on mitra 

persuas1 

kerja 

pel aksanaa n pro yek. 

menga rahkan dan 

d in asik an proyek yang 

n . 
-·· ··- ·· -· ••··• .. 

bert inda k sebagai 

er pada tingkat nasional 

na sion a l da n m emberikan 

ter ka it kerj a sama dan 

luar n ege n kepada 

pemang ku kepentingan 

mcmber ik a n rekomendasi 

n proyck te rkait as p ek 

a n , aspc k pelaks anaan, 

nye lesa ia n pro yek, dan 

an proyc k a ga r dapat 

i dan tcpat sasa ran . 

me la ku ka n komu n ikasi 

pcmang ku k epentingan 

tu k m cnda patkan sudut 

yang k omp reh ensif untuk 

ya rek omendasi 

n proyck. 
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1 7. Kode Kompetensi 

Nama Kompetensi 

Definisi 

T.JFD-17 

Layanan Keamanan Diplomatik 

Kemampuan yang berkaitan dengan 

pengetahuan dan keterampilan dalam 

pemberian layanan keamanan diplomatik 

sesuai ketentuan peraturan perundang­

undangan. 

Level Deskripsi Indikator Perilaku 

1 Memiliki pengetahuan dan 1.1 Mampu menjclaskan dan 

2 

pemahaman dasar 

mengenai konsep layanan 

keamanan diplomatik. 

mencontohkan konsep layanan 

keamanan diplomatik 

1.2 Mampu mcngidentifikasi pemangku 

kepentingan yang bcrwenang dalam 

memberikan layanan keamanan 

diplomatik. 

1.3 Mampu mcrinci tata cara pemberian 

layanan kcamanan diplomatik. 
- ---

Mampu memberikan 2.1 Mampu mcncrapkan standar minimal 

layanan keamanan layanan kcamanan diplomatik. 

diplomatik sesuai dengan 2.2 Mampu mcnyiapkan dan membuat 

pedoman. pola dala atau informasi yang 

dibutuhkan dalam pcmberian layanan 

keamanan diplomatik 

2.3 Mampu 

pelaksanaan 

mengclola 

perlcmuan 

rencana 

untuk 

pemberian layanan keamanan 

diplomatik yang mclibatkan berbagai 

pemangku kcpentingan terkait. 

I I melakukan 13.1 Mampu mcmbcrikan masukan 3 Mampu 

penilaian 

pelaksanaan 

terhadap I terhadap pengemb a ngan standar 

layanan 

keamanan diplomatik. 

layanan kcamanan diplomatik. 

3 .2 Mampu mcngoordinasikan 

pelaksana a n layan a n keamanan 

diplomatik sccara efckt.if dan efisien. 

3.3 Mampu mcn goordin a s ikan peny1apan 
~-----~--------------- -----~----- -- --- -- --··- - - - - - - -- ---- - ---~ 



4 Mampu menyusun atau 4.1 

mengembangkan norma 

standar, kriteria, dan 

pedoman pelaksanaan 4.2 

layanan keamanan 

diplomatik. 

4.3 

5 Mampu mengembangkan 5.1 

konsep kebijakan 

pelaksanaan layanan 

keamanan diplomatik. 

5.2 

5.3 
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-· 
dan peny 

layanan 

berdasarli 

perundan 

standar le: 

Mampu 

. -- - · ------- --~ 
ajian sarana dan prasarana 

keamanan diplomatik 

an ketentuan peraturan 

g-undangan, dan prosedur 

mnya . 
.. - -· . 

mcrumuskan 

pengemb a ngan slandar 

rancangan 

layanan 

keamanar diploma tik . 

mcngeval uas i Mampu layanan 

keamanar diplomatik melalui reviu 

atas p< ngclolaan yang sesuai 

dan/ a tau mcmen uhi kebutuhan 

berbagai pcmangku kepentingan 

terkait. 

Mampu 

keamanar 

mcngukur bahwa layanan 

diplomatik diberikan secara 

an fokus kepada berbagai 

kcpentingan terkait. 

optimal C 

pemangkl 

Mampu 

pengemb 

keamana 

menerapl 

interdisi_r 

multidis_r 

Mampu 

narasum 

bersikap 

diplomat 

pemangk 

Mampu 

terkait 

keamana 

aplikatif, 

.... ·-· --- -------l 
mcmfina lisasi 

ngan slandar 

n diplom a tik 

an 

1ncr 

mer. 

bertin da k 

rancangan 

layanan 

dengan 

pendekatan 

dan/atau 

sebagai 

bcr dan mcm berikan rujukan 

dalam layana n keamanan 

k kep ada berbagai 

u kcpcntin gan terkait . 

mcm be rikcrn rekomendasi 

pcningka tan layanan 

n d iplom at:ik secara tepat, 

dan optimal. 
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18. Kode Kompetensi 

Nama Kompetensi 

Definisi 

T.JFD-18 

Manajemen Kelembagaan Diplomasi 

Kemampuan 

pengetahuan 

yang berkaitan dengan 

untuk 

praktik 

Level 

1 

2 

Deskripsi 

dan 

mengin tegrasikan 

keterampilan 

ketentuan dan 

internasional, serta ketentuan nasional dan 

memanfaatkan kerja sama antarlembaga 

pemerintah atau nonpemerintah pada level 

nasional dan internasional untuk 

mengembangkan manajemen kelemhagaan 

Diplomasi dalam upaya pemenuhan 

kebutuhan pelaksanaan penyelenggaraan 

Hubungan Luar Negeri dan Politik Luar 

Negeri. 

Indikator Perilaku 

Memahami konsep profesi 1.1 Mampu memahami, mengidentifikasi 

diplomat. metode untuk mengumpulkan data, 

dan informasi terkait manajemen 

kelembagaan Diplomasi. 

1.2 Mampu menjelaskan dan 

mencontohkan ketentuan nasional 

dan internasional terkait manajemen 

kelembagaan Diplomasi. 

1.3 Mampu mengidentifikasi pemangku 

kepen tingan yang berperan pen ting 

dalam manajemen kelembagaan 

Diplomasi. 

Mampu menyiapkan bahan 2.1 Mampu menentukan potensi dan 

yang relevan untuk tantangan pemanfaatan forum · kerja 

perumusan kajian. sama pada level nasional atau 

internasional dalam pengembangan 

manajemen kelembagaan Diplomasi. 

2.2 Mampu mengolah data dan informasi 

untuk menyusun kajian manajemen 

kelembagaan Diplomasi . 



Level 

3 

4 

Mampu 

kajian. 

Deskripsi 
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Indikator Perilaku 

2.3 Mampu menentukan keterkaitan 

antara ketentuan nasional dan 

internasional terkait manaJemen 

kelembagaan Diplomasi. 

menganalisis , 3.1 Mampu memberikan masukan . yang 

berkontribusi pada pengembangan 

kerja sama antara lembaga 

pemerintah atau nonpemerintah pada 

tingkat nasional atau internasional. 

3.2 Mampu menyusun kajian yang 

memuat korelasi hubungan sebab­

akibat dan merumuskan korelasi 

hubungan sebab-akibat secara logis 

dengan mempertimbangkan faktor pro 

dan kontra serta kekuatan dan 

kelemahan suatu argumentasi. 

3.3 Mampu menganalisis arah dan strategi 

kebijakan luar negeri Indonesia dan 

kaitannya dengan manajemen 

kelembagaan Diplomasi. 

Mampu melakukan 4.1 Mampu memberikan pertimbangan 

harmonisasi pada tingkat hubungan sebab-akibat yang lebih 

instansi. kompleks dalam merumuskan kajian, 

menyertakan, dan memperjelas sudut 

pandang yang berbeda. 

4.2 Mampu mengupayakan penyelarasan 

antara arah dan strategi kebijakan 

luar negeri dengan manajemen 

kelembagaan Diplomasi. 

4.3 Mampu memulai dan 

mengoordinasikan pengem bangan 

kerj a sama an tara lem baga 

pemerintah atau non pemerintah pada 

tingkat nasional atau internasional. 



Level 

5 
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Deskripsi Indikator Perilaku 

Mampu mengembangkan 5.1 Mampu mengombinasikan pendekatan 

konsep dan memberikan interdisipliner dan/ a tau multidispliner 

perspektif strategis yang dalam perumusan kajian. 

berdampak nasional atau I 5.2 Mampu membangun upaya 

in ternasional. penyelarasan antara arah dan strategi 

kebijakan luar negeri dengan 

manajemen kelembagaan Diplomasi. 

5.3 Mampu melakukan komunikasi 

dengan pemangku kepentingan utama 

untuk mendapatkan sudut pandang 

yang kom prehensif. 

MENTER! LUAR NEGERI 

REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 

RETNO L. P. MARSUDI 


